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ABSTRACT

Initially transfer pricing is a tool is a tool for company to measure management
performance by using it as a tax planning for company. Transfer pricing gets its
negative impression because transfer pricing is used to transfer profit to deduct
the tax due. Switching tax from high rate tax country to lower one or splitting profit
to avoid higher tax rate in progressive is the common practice to transfer that
profit.

Transfer pricing is a price transaction happened between companies with special
relationship. Income or tax base and or expenses are transferred from one
taxpayer to other one. During theses processes the transferred income or tax
base and or expenses can be manipulated to minimize total tax due. Based on
tax law, towards these transaction Directorate General of Taxes can correct tax
due if arms length price does not exist.

The unfairness could happen because arm’s length price does not exist as
stipulated in circular letter SE-04/PJ.7/1993. CUP ( Compaable Uncontrolled
Price), Cost Plus, Resale Method is used to test fairness in domestic regulations.
International method brought by OECD Guidelines. Regulation in Indonesia only
describes unfairess range on transaction without considering taxpayer business.
The unfairness range which is not covered in regulation could create dispute
between taxpayer and tax auditor become worse.

Taxpayer can file objection on the dispute. If the taxpayer does not satisfy with
decision on objection, taxpayer can file appeal to tax court. Analysis on tax court
verdict was conducted in this research. Most of this verdict was won by taxpayer.

Based on this analysis arise some important question such as : Do the
corrections in tax audit have no strong basis, how good is the current regulation
in transfer pricing. How is the legal certainty process for the taxpayer.
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This research uses qualitative positive approach with analytic descriptive method
through literature study and interview with various key informants.

Transfer pricing transaction regulations especially in deciding arm’s length price
need to be improved and hopely this improvement could be accommodated in tax
law. The guidance for tax auditors and taxpayers to determine arms length price
is important. If the arms length price range in transfer price transaction is difficult
to obtain, the price range in arms length transaction can be used.

Finally, this research is conducted to obtain different point of view in transfer
price transaction especially in deciding arms length price by analyzing tax court
verdict so that the weakness of the existing regulation can be revelaed.
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ABSTRAK

Transfer pricing awalnya digunakan sebagai acuan pengukuran kinerja
manajemen pada suatu perusahaan, transfer pricing merupakan suatu tax
planning untuk suatu perusahaan. Transfer pricing menjadi negatif dikarenakan
transfer pricing digunakan untuk menggeser laba yang mengakibatkan
pengurangan pajak yang terutang dengan cara pengalihan pajak dari negara
yang mempunyai tarif tinggi ke negara yang mempunyai tarif rendah atau
memecah laba agar tidak terkena tarif yang tinggi pada tarif progresif.

Transfer pricing adalah suatu transaksi harga yang terjadi antara perusahaan
yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya
pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan / atau biaya dari satu
Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan
keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Waijib Pajak yang mempunyai
hubungan istimewa tersebut. Atas transaksi tersebut sesuai Undang-undang
perpajakan maka pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat mengkoreksi pajak
terutang apabila terdapat ketidakwajaran harga pada transaksi tersebut.

Ketidakwajaran tersebut bisa terjadi karena Kekurangwajaran harga
sebagaimana tersebut di SE-04/PJ.7/1993. Metode yang digunakan untuk
menguji kewajaran pada peraturan domestik diatur masalah metode CUP
(Comparabe Uncontrolled Price), Cost Plus, Resale Method. Untuk metode
pengujian yang berlaku di Internasional seperti yang dikenalkan oleh OECD
Guidelines menyebutkan selain metode sebelumnya ada metode Transactional
Net Margin Method.. Peraturan di Indonesia menjelaskan kekurangwajaran
berdasarkan transaksi tetapi tidak berdasarkan industri wajib pajak dan batasan
ketidakwajaran yang tidak diatur dalam peraturan menyebabkan sengketa antara
wajib pajak dan fiskus semakin menjadi.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas sengketa tersebut, apabila
keputusan keberatan tidak memuaskan maka wajib pajak dapat melakukan
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proses banding. Penelitian ini melakukan analisis atas putusan pengadilan yang
lebih banyak dimenangkan Wajib pajak dengan membatalkan koreksi pemeriksa.
Sehingga timbulah pertanyaan yang paling mendalam dalam penelitian, apakah
koreksi tersebut tidak kuat, bagaiman peraturan transfer pricing yang ada dan
bagaimana proses kepastian hukum bagi wajib pajak serta kompetensi hakim
pengadilan sebagai pembuat kesimpulan akhir atas sengketa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif positivist dengan metode
deskriptif analisis melalui studi literatur dan wawancara dari berbagai key
informan. Perlunya perbaikan peraturan untuk transaksi transfer pricing
khususnya penentuan harga wajar dan sebaiknya dimasukan dalam undang-
undang, dibuatnya pedoman pemeriksaan untuk pemeriksa dan pedoman
untuk wajib pajak dalam menentukan harga wajar. Serta batasan harga wajar
untuk suatu transaksi transfer pricing seandainya sulit bisa digunakan range
harga atas suatu transaksi yang wajar.

Demikianlan penelitiaan ini dibuat untuk memberikan sudut pandang yang lain
dalam melihat transaksi transfer pricing khususnya mengenai penentuan harga
wajar dengan menganalisa putusan pengadilan sehingga bisa dilihat kelemahan
atas peraturan yanga ada dan bagaimana selanjutnya untuk pihak-pihak yang
bersengketa dan pihak pengadilan selaku penegah dan pembuat putusan.
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